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ABSTRAK

Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang tersebut. Ketika akta ini berhadapan dengan
pengadilan, tak jarang beberapa ‘hal 'diperiksa,' ‘seperti, keaslian data, kekuatan
pembuktian, dan keterangan dari pejabat pembuat akta itu. Sebagai suatu alat bukti
yang mengikat para pihak didalamnya dan berkekuatan hukum tetap. Tetapi pada
prakteknya akta yang menjadi objek barang bukti dalam @ Putusan Nomor
259/Pdt.G/2020 dibatalkan oleh hakim. Adapun permasalahan yang terjadi antara
Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat (WNA) mengklaim bahwa tanah objek
sengketa tersebut adalah miliknya dikarenakan pembelian tanah tersebut
menggunakan dana dari Penggugat. Penggugat menyatakan dalam hal pembelian
tanah-tanah tersebut memakai atau meminjam nama Tergugat untuk sementara waktu
sebagai persyaratan legal formil dalam pendaftaran hak milik. Maka dengan landasan
fakta inilah kemudian dibuatkan akta antara Para Penggugat dengan Tergugat yang
dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT untuk menegaskan hak keperdataan Para
Penggugat sekaligus menegaskan kapasitas Tergugat terkait pembelian kedua bidang
tanah tersebut yakni masing masin. Tergugat(WWNI) menolak dikarenakan akta tanah
tersebut di Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah beratasnamakan Tergugat. Lalu
berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa akta kuasa yang dibuat oleh Notaris
bersama Penggugat dan Tergugat dibatalkan dikarenakan akta tersebut mengandung
klausa yang tidak halal, yaitu terdapat perjanjian simulasi/pinjam nama (Nominee).
Rumusan masalah-yang, dibahaswyaitu mengetahui'dasar pertimbangan hakim dalam
membatalkan akta notaris dan pertanggungjawaban notaris ketika akta dinyatakan
batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena menggunakan uraian kalimat yang
disusun sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis uraikan diperoleh
kesimpulan : bahwa hakim membatalkan akta dikarenakan ditemukannya perjanjian
nominee atau perjanjian simulasi atau perjanjian pinjam nama antara WNI dan WNA.
Pembatalan akta pada putusan tersebut mengakibatkan akta penggugat batal demi
hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
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